
 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan: 

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 5 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan dan Pendistribusian Pelayanan Persampahan di 

Pasar Bawah belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh 

ketidakpatuhan dari sejumlah pedagang dan masyarakat terhadap 

ketentuan pengelolaan sampah, yang mengakibatkan pengendalian 

ketertiban dan kenyamanan di pasar belum sesuai dengan ketentuan 

yang diatur dalam peraturan tersebut. 

2. Beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Bukittinggi No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pendistribusian 

Pelayanan Persampahan di Pasar Bawah termasuk kurangnya sarana 

transportasi untuk Dinas Lingkungan Hidup dalam mengangkut sampah 

dari lokasi pembuangan, rendahnya kesadaran masyarakat dalam 

membuang sampah sesuai peraturan, serta kebiasaan masyarakat yang 

tidak memilah jenis sampah saat membuangnya.  

3. Dari sudut pandang Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kota Bukittinggi No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan 

Pendistribusian Pelayanan Persampahan di Pasar Bawah menunjukkan 

bahwa meskipun peraturan ini mengikuti prinsip kemaslahatan dalam 

siyasah tanfidziyah, beberapa prinsip belum sepenuhnya diterapkan. 

Terutama, prinsip keadilan belum diimplementasikan dengan efektif. 

Pemerintah daerah belum  menerapkan prinsip keadilan dalam 
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4. pengelolaan sampah berdasarkan jenisnya, yang seharusnya ditaati oleh 

semua pedagang di Pasar Bawah Kota Bukittinggi. 

5.2 Saran  

1. Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Bukittinggi, diharapkan untuk melakukan sosialisasi menyeluruh 

mengenai Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 5 Tahun 2014 tentang 

pengelolaan sampah. Sosialisasi ini harus ditargetkan kepada pedagang 

dan masyarakat yang masih membuang sampah dari pasar serta sampah 

rumah tangga, mengingat masih ada yang belum mengetahui peraturan 

ini. Selain itu, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi perlu memperkuat 

pengawasan dan memberikan solusi yang tepat bagi pedagang yang 

mematuhi peraturan tersebut.Diharapkan kesadaran pedagang dan 

masyarakat pasar Bawah Kota Bukittinggi yang membuang sampah akan 

pentingnya menjagaketertiban dan kenyamanan dalam memanfaatkan 

tempat pembuangan sampah. 

2. Diharapkan kepada pedagang dan masyarakat yang memiliki kesadaran 

mengenai hukum agar memberikan edukasi kepada masyarakat yang 

belum memiliki kesadaran terhadap aturan. 
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